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PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

A. RINGKASAN MATERI

1

. Tujuan Otonomi Daerah

Ada 2 tujuan otonomi daerah yakni dari sudut pandang pemerintah pusat dan dari sudut

pand

ang pemerintah daerah. Dilihat dari sudut pandang pemerintah pusat, terdapat sejumlah

tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah, diantaranya sebagai berikut :

o0 o

Pendidikan politik

Pelatihan kepemimpinan

Menciptakan stabilitas politik

Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah

sementara itu dilihat dari sudut pandang pemerintah daerah terdapat beberapa tujuan otonomi
daerah yaitu sebagai berikut :

a.

b.
C.

2.

a.

Lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai
aktivitas politik di tingkat local

Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya.
Pemerintah daerah akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi
masyarakatnya.

Nilai, Dimensi dan Prinsip Otonomi Daerah Di Indonesia

Nilai Otonomi Daerah

Nilai dalam otonomi daerah dapat di bedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

> Nilai unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak memiliki

kesatuan pemerintahan lain didalamnya yang bersifat Negara

> Nilai desentralisasi territorial, yang bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 UUD 1945.
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b.

Dimensi Otonomi Daerah

Terdapat beberapa dimensi yang mendasari kebijakan otonomi daerah di daerah kabupaten
yaitu sebagai berikut (winarno,2008)

1.

3.

Dimensi Politik, daerah kabupaten atau kota dipandang kurang memiliki fanatisme
kedaerahan,yang berarti resiko munculnya gerakan separatisme dan peluang
berkembangnya aspirasi federalis relative minim

Dimensi administratif, penyelanggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat
relatif lebih efektif

Daerah kabupaten atau Kota, adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan daerah
karena daerah kabupaten/kota yang lebih tahu potensi dan kebutuhan masyarakat
didaerahnya.

Prinsip Otonomi Daerah

Otonomi daerah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

1.

2.

4.

Seluas-luasnya artinya daerah diberim kewenangan mengurus dan mengatur semua
urusan pemerintahan diluar yang menjadi wewenang pemerintah pusat.

Nyata artinya untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan
kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang
sesuai potensi dan kekhasan daerah.

Bertanggungjawab artinya penyelenggaraan otonomi benar-benar sejalan dengan tujuan
dan maksud pemberian otonomi yaitu adalah mempercepat pembangunan dengan
memberdayakan potensi-potensi daerah semaksimal mungkin demi meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

Fungsi Pemerintahan

Secara teoritis, birokrasi pemerintahan memiliki 3 fungsi utama yaitu :

a.

5.

Fungsi Pelayanan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan
langsung dengan dengan masyarakat,. Fungsinutamanya adalah memberikan pelayanan
kepada masyarakat

Fungsi Pembangunan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang
menjalankan salah satu bidang tugas tertentu di sector pembangunan

Fungsi Pemerintahan Umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi
pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum

Urusan Pemerintahan

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 mengatur tentang urusan pemerintahan. Menurut UU
tersebut terdiri atas urusan:

a.

b.

Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan pemerintah pusat.

Urusan Pemerintahan Konruen adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara
pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota



C.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kedaerah menjadi dasar pelaksanaan
otonomi daerah.

Adapun Urusan pemerintahan absolut meliputi urusan-urusan berikut :

a.

6.

Politik Luar Negeri, misalnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga
Negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar
negri, melakukan perjanjian dengan Negara lain dan menetapkan kebijakan perdagangan
luar negeri.

Pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan
damai dan perang, menyatakan Negara dalam keadaan bahaya dlI

Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian Negara, menetapkan
kebijakan keamanan nasional dan menindak setiap orang, kelompok, atau organisasi yang
kegiatanya mengganggu keamanan negara

Yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa,
mendirikan lembaga pemasyarakatan dll

Moneter dan fiskal nasional adalah kebijakan makro ekonomi misalnya mencetak uang
dan menentukan nilai mata uang, menetapkan keijakan moneter serta mengendalikan
peredaran uang.

Agama misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional,
memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama dan menetapkan kebijakan
dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan.

Prinsip Pembagian Urusan Pemerintahan

Pembagian urusan pemerintahan konruen antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta
daerah provinsi serta daerah kabupaten atau kota didasarkan pada :

1.

2.

7.

Prinsip akuntabilitas, berarti penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan
pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas

Efisiensi berarti penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan
perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh

Eksternalitas adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan
luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan
pemerintahan

Prinsip kepentingan strategis nasional berarti penyelenggara suatu urusan pemerintahan
ditentuak berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan
bangsa.

Kewenangan pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
dan DPRD menurut asasa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam
UUD 1945.



Urusan pemerintahan konruen dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerh
kabupaten/kota. Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, urusan
pemerintahan konruen yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerinahan wajib
dan urusan pemerintahan pihan.

a.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

b.

C.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

8.

Urusan wajib meliputi :

Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaan Umum dan penataan ruang

Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Social

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar meliputi :

Tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perindungan anak, pangan,
pertahanan, lingkungan hdup, administrasi kependududkan dan pencacatan sipil,
pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keuarga berencana,
perhubungan, komunikasi dan infoomatika, koperasi, usaha kecil dan menengah,
penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistic, persandian, kebudayaan,
perpustakaan dan kearsipan.

Urusan pilihan adalah :

Kelautan dan perikanan
Pariwisata

Pertanian

Kehutanan

Energy dan sumber daya mineral
Perdagangan

Perindustrian

Transmigrasi

Daerah Khusus atau Daerah Istimewa

Sistem pemerintah Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati
satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam
undang-undang. Pasal 18 B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Negara mengakui dan
menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa
yang diatur dengan undang-undang”. Undang-undang yang dimaksud antara lain UU Nomer 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Adapun yang dimaksud dengan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa
adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta (D1Y), Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi papua

barat.



Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa sebagai ketentuan dalam UU No.23 tahun

2014 berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua barat, sepanjang tidak diatur secara

khusus dalam undang-undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

9. Kepala Daerah Dan Perangkat Daerah

Setiap daerah memiliki pemerintahan daerah yang bertugas melaksanakan tugas
pemerintahan disuatu daerah. Berdsarkan UU No.23 Tahun 2014, penyelenggara pemerintahan
daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat
daerah.

a. Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala daerah memiliki tugas sebagai berikut :

1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditentukan
bersama sengan DPRD

2) Memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat

3) Menyususun dan mengajukan rancangan Perda

4) Menyususn dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD

5) Mewakili daerahnya didalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

6) Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksankan UUD 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI

2) Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Mengembangkan kehidupan demokrasi

4) Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah

5) Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik

6) Melaksanakan progam strategis nasional

7) Menjalain hubungan kerja dengan seluruh instansi vertical didaerah dan semua perangkat
daerah

b. Perangkat Daerah

Perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah di isi
oleh pegawai aparatur sipil Negara. Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan
dengan peraturan daerah.



10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan perwakilan rakyat daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD dapat dibagi dalam
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

a.

DPRD Provinsi

DPRD Provinsi merupakan lemabaga perwakilan rakyat daerah provinsi yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi.

Tugas dan kewenangan DPRD Provinsi adalah sebagai berikut :

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

Membentuk Perda bersama dengan Gubernur

Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda provinsi tentang APBD
provinsi yang diajukan oleh Gubernur

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda provinsi dan APBD provinsi
Memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk
meneruskan sisa masa jabatan

Mengusulkan pengankatan dan pemberhentian gubernur kepada presiden melalui menteri
untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/peberhentian

Memberikan pendapat dan dan pertimbangan kepada pemerintah kepada pemerintah
provinsi terhadap rencana perjanjian internasional didaerah provinsi

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh
pemerintah daerah provinsi

Meminta laporan pertanggungjawaban gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan
daerah provinsi

Memberikan perwetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain / dengan pihak
ketiga yang membebani masyarakat dan daerah provinsi

10) Melaksanakan tugas dan kewengangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-

b.

undangan.

DPRD Kabupaten / Kota

DPRD Kabupaten / Kota merupakan lemabaga perwakilan rakyat daerah provinsi yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten / kota.

Tugas dan kewenangan DPRD Kabupaten /Kota adalah sebagai berikut :

1)
2)

3)
4)

5)

Membentuk perda kabupaten /kota bersama bupati/walikota

Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD
kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota

Melaksankan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Kabupaten / Kota
Memilih Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota dalam hal terjadi
kekososngan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan

Mengusulkan pengankatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada menteri melalui
gubernur sebagai pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan
dan/peberhentian



6)
7)
8)

9)

Memberikan pendapat dan dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten / kota
terhadap rencana perjanjian internasional didaerah

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota

Meminta laporan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah kabupaten/kota

Memberikan perwetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain / dengan pihak
ketiga yang membebani masyarakat

10) Melaksanakan tugas dan kewengangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan

TUGAS

Tuliskan kembali materi diatas dibuku catatan masing-masing.

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 Gambarkan Bagan secara struktural hubungan
pemerintah pusat dan daerah!

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah jelaskan
mengenai pemerintah pusat dan pemerintah daerah!

Perangkat daerah merupakan pelaksana otonomi daerah yang bertugas membantu kepala
daerah melaksanakan tugas pemerintahannya. Tulis dan jelaskan susunan perangkat
daerah!

Berikan penjelasan serta contoh dari kata-kata berikut

Desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan!



